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QANUN KABUPATEN PIDIE 
NOMOR    9  TAHUN  2007 

 
TENTANG 

 
PEMBENTUKAN KECAMATAN TITEUE  

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA 

 
BUPATI PIDIE, 

 
Menimbang :  a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 

tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan dan   Peraturan Gubernur Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kriteria 
Pembentukan Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka 
dipandang perlu membentuk Kecamatan Titeue; 

                         b. bahwa pembentukan Kecamatan Titeue diharapkan dapat mendorong 
peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan serta meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi 
di wilayah tersebut ;   

                         c. bahwa Kecamatan Titeue yang akan dibentuk merupakan pemekaran dari 
Kecamatan Titeue Keumala; 

                         d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan 
huruf     c perlu ditetapkan   dalam suatu Qanun. 

 
Mengingat :     1.  Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang–Undang Nomor 44  Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan      
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999  Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3893); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor  53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
 

5. Undang-Undang .................... 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan   Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 108 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 
Republik   Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan Aceh 
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan 
Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 4633); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003  tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4262); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003  tentang  Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593). 

 
Dengan Persetujuan Bersama. 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  KABUPATEN PIDIE  

dan  
BUPATI PIDIE 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN 
KECAMATAN   TITEUE 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :  
a. Daerah adalah Kabupaten Pidie ; 
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie ; 
c. Bupati adalah Bupati Pidie; 

d. Dewan ………….. 
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d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten  yang selanjutnya disebut DPRK 

adalah DPR Kabupaten Pidie; 
e. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab adalah 

Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie; 
f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Titeue; 
g. Camat adalah Camat Titeue.  

 
BAB II 

PEMBENTUKAN BATAS WILAYAH 
DAN IBU KOTA 

 
Bagian Kesatu 
Pembentukan 

 
Pasal 2 

Dengan Qanun ini dibentuk Kecamatan Titeue di Wilayah Kabupaten Pidie 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 
 

Pasal 3 
(1) Kecamatan Titeue berasal dari sebagian Kecamatan Titeue Keumala dengan 

luas wilayah 23,50 Km2  
(2) Kecamatan Titeue Keumala selanjutnya disebut Kecamatan Keumala. 
(3)  Kecamatan Titeue  sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 13 (tiga belas) 

gampong, yaitu: 
 

a. Lingkok; 
b. Pante Kulu; 
c. Uke; 
d. Pante Siren; 
e. Pulo Raya; 
f. Cut; 
g. Dayah Meunara; 
h. Paloh Naleung; 
i. Pulo Lhoih; 
j. Mesjid Tongpudeng; 
k. Blang Thoe; 
l. Asan Tongpudeng; 
m. Alue 
 

. 

 
Pasal 4 

Dengan terbentuknya Kecamatan Titeue sebagaimana dimaksud pada pasal  2, 
maka Luas wilayah Kecamatan Keumala menjadi 25,60 Km 2  setelah dikurangi 
dengan wilayah Kecamatan Titeue  sebagaimana dimaksud pada   pasal 3. 

 
 

Bagian ................ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


